


[bookmark: _GoBack]BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. [bookmark: _TOC_250013]Hasil Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Markas Komando Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, dengan fokus utama pada Unit Pelopor yang memiliki tanggung jawab strategis dan operasional dalam penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan berbasis kekerasan. Unit Pelopor merupakan satuan yang memiliki karakteristik paramiliter, ditugaskan untuk merespons ancaman yang bersifat tinggi, kompleks, dan tidak dapat ditangani secara konvensional oleh satuan polisi reguler. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan dalam memahami bagaimana struktur dan fungsi satuan khusus ini beroperasi dalam kerangka hukum nasional dan dinamika sosial masyarakat.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan strategi deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan beberapa personel kunci Brimob termasuk komandan operasi, instruktur taktis, serta anggota yang aktif bertugas dalam penanganan kasus kekerasan. Selain itu, peneliti juga melakukan studi dokumentasi terhadap berbagai sumber hukum dan administratif, seperti dokumen SOP (Standard Operating Procedure), laporan kegiatan operasional, peraturan perundang-undangan, serta arsip internal yang bersifat teknis dan strategis.
Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, dengan tahapan- tahapan pengumpulan data yang disusun secara sistematis untuk mendapatkan
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gambaran yang menyeluruh. Tahap pertama adalah penjajakan dan perizinan penelitian, yang dilanjutkan dengan tahap observasi lapangan guna melihat secara langsung praktik kerja Unit Pelopor Brimob. Tahap selanjutnya adalah wawancara dan diskusi terfokus yang bertujuan menggali informasi dari narasumber yang memiliki pemahaman mendalam tentang mekanisme operasional, kendala yang dihadapi, serta inovasi strategi penegakan hukum.
Dalam proses penelitian ini, penulis juga terlibat dalam kegiatan simulasi pelatihan taktis yang dilakukan secara periodik oleh satuan Brimob. Keterlibatan ini memberikan pengetahuan kontekstual mengenai bagaimana latihan tersebut diarahkan untuk mempersiapkan respons terhadap kejahatan yang bersifat kekerasan tinggi, seperti penyanderaan, kerusuhan sosial, dan perampokan bersenjata.
Selain itu, studi dokumentasi mencakup penelaahan terhadap peraturan- peraturan hukum yang menjadi dasar tindakan Brimob, di antaranya Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri terkait penggunaan kekuatan, serta dokumen internal tentang prosedur pelibatan satuan Brimob dalam kegiatan penegakan hukum. Dokumen tersebut menjadi dasar penting untuk mengkaji sejauh mana tindakan operasional Brimob sejalan dengan prinsip legalitas dan proporsionalitas dalam hukum pidana. Melalui pendekatan yang menyeluruh ini, penelitian berhasil memperoleh data yang tidak hanya menggambarkan aspek teknis dari kegiatan Brimob, tetapi juga aspek yuridis dan sosiologis yang mendasari keputusan operasional di lapangan. Temuan-temuan  tersebut  selanjutnya  diurai  secara  rinci  dalam  subbagian
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berikutnya untuk menggambarkan kompleksitas peran Brimob dan tantangan- tantangan yang mereka hadapi dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis kekerasan di wilayah Sumatera Utara. Dari proses pengumpulan data, penulis menemukan beberapa aspek penting yang dijabarkan sebagai berikut:


a) [bookmark: _TOC_250012]Dasar Hukum dan Legalitas Operasional

Satuan Brimob Polda Sumut, khususnya Unit Pelopor, melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan berpegang teguh pada sejumlah landasan hukum yang menjadi acuan nasional dalam pelaksanaan fungsi kepolisian. Tiga perangkat hukum utama yang menjadi dasar operasional Unit Pelopor Brimob antara lain:
1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur tentang kedudukan, peran, dan fungsi Polri sebagai alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam UU ini ditegaskan bahwa Polri memiliki kewenangan untuk membentuk satuan khusus dalam rangka menangani kejahatan tertentu, yang dalam hal ini termasuk pembentukan dan penguatan Korps Brimob sebagai unit yang memiliki kemampuan taktis khusus dan respons cepat.
2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Brimob Polri, yang menjelaskan struktur organisasi Brimob dari tingkat pusat hingga kewilayahan, tugas pokok, fungsi, dan peran masing-masing unit, termasuk Unit Pelopor. Dalam regulasi ini ditekankan bahwa Unit Pelopor bertugas menjalankan





operasi taktis dalam rangka mengatasi gangguan Kamtibmas yang berintensitas tinggi dan berpotensi menimbulkan kerusuhan besar.
3) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang memberikan pedoman secara teknis dan prosedural mengenai tahap-tahap penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Diatur pula prinsip-prinsip penting seperti legalitas, nesesitas (keharusan), proporsionalitas, dan akuntabilitas, sehingga setiap tindakan yang diambil, termasuk penggunaan senjata api, kendaraan lapis baja, gas air mata, dan alat lainnya harus disesuaikan dengan tingkat ancaman yang dihadapi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Legalitas ini tidak hanya menjadi landasan normatif bagi Brimob, tetapi juga merupakan instrumen perlindungan terhadap tindakan-tindakan represif agar tidak menyalahi hak asasi manusia. Dalam praktiknya, personel Brimob dibekali pemahaman mendalam mengenai hak-hak warga negara, prosedur pelibatan kekuatan, serta pentingnya dokumentasi setiap langkah taktis yang dilakukan selama operasi.
Selain itu, pada tingkat internal, Satuan Brimob juga memiliki SOP operasional yang disusun berdasarkan ketiga regulasi utama tersebut. SOP ini mengatur secara rinci skenario tindakan yang diperbolehkan, alur komando dalam operasi, hingga bentuk pelaporan dan evaluasi pasca-operasi. Keberadaan SOP ini menjadi bentuk konkret dari penerapan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dalam institusi kepolisian.





Dengan landasan hukum yang kuat dan prosedur yang terstruktur, Brimob Polda Sumut memiliki legitimasi dan kewenangan penuh untuk bertindak dalam berbagai kondisi darurat. Hal ini sangat penting dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis kekerasan, di mana kecepatan, ketegasan, dan ketepatan dalam bertindak harus selalu berada dalam koridor hukum yang berlaku.


b) [bookmark: _TOC_250011]Pola Keterlibatan dalam Penegakan Hukum

Keterlibatan Unit Pelopor Brimob dalam penegakan hukum terbagi ke dalam dua bentuk utama, yaitu keterlibatan langsung dan tidak langsung. Kedua bentuk ini memiliki cakupan dan konsekuensi hukum yang berbeda namun saling melengkapi dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang efektif, responsif, dan sesuai dengan situasi keamanan nasional maupun lokal.
Keterlibatan langsung merujuk pada keikutsertaan aktif Unit Pelopor dalam pelaksanaan tindakan penegakan hukum di lapangan. Dalam bentuk ini, Brimob bertugas melakukan tindakan operasional yang bersifat represif, terutama pada kasus-kasus kejahatan yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keselamatan masyarakat atau stabilitas negara. Contoh keterlibatan langsung antara lain:
1) Operasi penanggulangan kejahatan bersenjata, termasuk pengejaran dan penangkapan pelaku kriminal bersenjata yang bersembunyi atau beroperasi di daerah rawan konflik. Unit Pelopor dilibatkan karena keahlian khusus dalam taktik gerilya, penggunaan senjata berat, dan kecepatan manuver.





Operasi ini biasanya dilakukan dalam koordinasi lintas sektor dan berdasarkan perintah khusus dari pimpinan Polri.
2) Penggerebekan kelompok kriminal terorganisir, terutama kelompok yang memiliki kekuatan tempur seperti senjata api, bahan peledak, atau memiliki pengaruh sosial kuat di masyarakat. Penggerebekan semacam ini membutuhkan kehadiran pasukan yang disiplin, taktis, dan memiliki kemampuan bertindak cepat di bawah tekanan. Strategi yang diterapkan meliputi penyusunan formasi penyergapan, penggunaan pasukan penembak jitu, dan pengamanan perimeter untuk mencegah pelarian.
3) Pengamanan terhadap kerusuhan sosial dan konflik horizontal, seperti bentrokan antar kelompok masyarakat, konflik etnis, dan situasi anarkis lainnya. Dalam konteks ini, Brimob bertindak sebagai pasukan pengendali massa dengan menggunakan perlengkapan khusus seperti tameng, gas air mata, peluru karet, dan kendaraan lapis baja untuk mencegah eskalasi kekerasan. Personel dilatih secara khusus dalam formasi dalmas, teknik negosiasi, dan disiplin dalam menghadapi provokasi massa.
4) Pengamanan objek vital nasional dan kegiatan berskala tinggi, seperti pengawalan tamu negara, pengamanan sidang pengadilan berisiko tinggi, serta operasi pengawalan distribusi logistik pemilu dan vaksinasi dalam kondisi darurat. Pengamanan objek vital juga mencakup infrastruktur energi, komunikasi, dan transportasi yang rentan terhadap ancaman sabotase.





Keterlibatan tidak langsung, di sisi lain, mengacu pada dukungan taktis dan logistik yang diberikan oleh Brimob kepada satuan kepolisian lain seperti Reserse Kriminal, Intelijen Keamanan, dan Satuan Lalu Lintas. Dalam bentuk ini, Brimob tidak menjadi pelaksana utama, namun menyediakan penguatan dan bantuan keamanan terhadap satuan yang memerlukan back-up atau perlindungan tambahan. Bentuk keterlibatan tidak langsung meliputi:
(1) Pengawalan tokoh penting atau tahanan risiko tinggi, di mana pengamanan dilakukan selama proses perpindahan tahanan atau pelaksanaan persidangan guna mencegah kemungkinan sabotase atau penyerangan dari pihak luar. Hal ini dilakukan dalam formasi konvoi dan di bawah pengamanan bersenjata lengkap.
(2) Pengamanan demonstrasi dan unjuk rasa, terutama yang berlangsung di titik-titik rawan seperti gedung pemerintahan, fasilitas publik strategis, dan wilayah dengan sejarah konflik. Brimob melakukan penyekatan, penjagaan perimeter, serta tindakan preventif untuk menjaga agar aksi tidak berkembang menjadi kerusuhan. Dalam praktiknya, keterlibatan ini menuntut kemampuan komunikasi publik, empati terhadap hak-hak sipil, dan penguasaan medan sosial.
(3) Pendampingan dalam operasi kepolisian skala besar, seperti operasi narkoba lintas daerah, penertiban kawasan ilegal, serta evakuasi dari situasi bencana atau konflik bersenjata. Unit Pelopor memberikan dukungan dari segi keamanan taktis, transportasi lapangan, dan penguasaan medan operasi.





Selain itu, Unit Pelopor Brimob juga berperan aktif dalam operasi gabungan lintas sektor, seperti:
1) Operasi terkoordinasi bersama TNI untuk pengamanan wilayah perbatasan atau daerah rawan separatisme dan konflik bersenjata. Dalam hal ini, Brimob berfungsi sebagai kekuatan sipil bersenjata yang fleksibel dan dapat digerakkan dengan cepat untuk memperkuat kehadiran negara.
2) Operasi kemanusiaan bersama BNPB dan instansi pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Brimob dilibatkan dalam evakuasi korban, pengamanan lokasi pengungsian, dan distribusi logistik bantuan.
3) Operasi tertutup bersama Badan Intelijen Negara (BIN) dalam deteksi dini terhadap potensi ancaman terorisme dan radikalisme di wilayah Sumatera Utara. Dalam skema ini, Brimob bertindak sebagai kekuatan eksekutor ketika situasi berkembang menjadi ancaman nyata.
4) Pengamanan kegiatan keagamaan, kebudayaan, dan olahraga berskala besar, seperti perayaan Idul Fitri, Natal, Cap Go Meh, serta event olahraga tingkat nasional dan internasional yang memerlukan kehadiran aparat bersenjata untuk menjaga ketertiban.
Pola keterlibatan yang fleksibel dan multifungsi ini menunjukkan bahwa Unit Pelopor Brimob tidak hanya diposisikan sebagai alat kekuatan negara dalam situasi genting, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas sosial dalam konteks hukum dan keamanan yang lebih luas. Dengan kehadiran yang dapat menjangkau wilayah terpencil, waktu respons yang cepat, serta kesiapan operasional yang tinggi,





keberadaan Brimob, khususnya Unit Pelopor, menjadi kunci penting dalam menciptakan rasa aman dan penegakan hukum yang dapat menjangkau situasi- situasi ekstrem yang membutuhkan kemampuan di luar kapasitas kepolisian reguler. Ke depan, optimalisasi peran Brimob juga diharapkan selaras dengan peningkatan koordinasi lintas sektor dan penguatan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas.


c) [bookmark: _TOC_250010]Jenis Kejahatan Berbasis Kekerasan yang Ditangani

Jenis-jenis kejahatan berbasis kekerasan yang menjadi fokus utama dari Unit Pelopor Brimob Polda Sumatera Utara sangat beragam dan umumnya memiliki karakteristik sebagai kejahatan dengan eskalasi tinggi, memerlukan penanganan cepat, dan sering kali melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelopor bertindak sebagai kekuatan respons khusus terhadap kejadian-kejadian yang melampaui kapasitas penanganan satuan kepolisian biasa.
Beberapa jenis kejahatan berbasis kekerasan yang secara rutin dan intens ditangani oleh Unit Pelopor Brimob antara lain:
1) Perampokan bersenjata: Termasuk tindakan kriminal yang dilakukan secara terorganisir terhadap fasilitas publik seperti bank, kantor pos, maupun kendaraan pengangkut uang dan logistik bernilai tinggi. Jenis kejahatan ini sering kali menggunakan senjata api atau senjata tajam, melibatkan pengintaian, dan dilakukan dalam waktu singkat namun sangat destruktif. Dalam kondisi ini, Brimob dilibatkan untuk melakukan pengejaran,
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pengepungan, dan penangkapan pelaku yang berpotensi melakukan perlawanan bersenjata.
2) Tindak pidana terorisme: Termasuk kegiatan yang dilakukan oleh kelompok atau individu yang memiliki tujuan politis atau ideologis dengan menggunakan ancaman kekerasan atau tindakan teror terhadap masyarakat. Unit Pelopor sering dikerahkan untuk mendukung Detasemen Khusus 88 dalam pengamanan lokasi ledakan, penjinakan bahan peledak, penyergapan anggota jaringan teror, serta pengamanan pasca-teror untuk memastikan stabilitas dan keamanan masyarakat.
3) Kerusuhan sosial: Seperti bentrokan antar kelompok masyarakat, konflik bernuansa etnis atau agama, pertikaian antar organisasi masyarakat, serta unjuk rasa yang berubah menjadi tindakan anarkis. Dalam kerusuhan berskala besar, Brimob bertugas sebagai pasukan pengendali massa (Dalmas) yang dilengkapi dengan perlengkapan anti huru-hara, kendaraan taktis, serta pelatihan dalam pembubaran massa secara profesional dan proporsional.
4) Penyanderaan dan pembebasan sandera: Termasuk situasi krisis di mana sekelompok individu menahan orang lain sebagai alat tawar atau bentuk ancaman. Unit Pelopor Brimob memiliki kemampuan negosiasi dan serbuan dalam penanganan penyanderaan, serta dilatih secara khusus dalam penguasaan ruangan tertutup (CQB/Close Quarter Battle) untuk membebaskan sandera dalam waktu cepat dan aman. Situasi semacam ini
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memerlukan keputusan cepat dengan mempertimbangkan keselamatan korban, pelaku, dan masyarakat sekitar.
5) Kekerasan terhadap aparat penegak hukum dan fasilitas negara: Termasuk serangan terhadap personel Polri atau TNI, perusakan kantor polisi, serta tindakan anarkis terhadap fasilitas publik dan pemerintahan. Brimob dikerahkan untuk menstabilkan situasi dan menangkap pelaku dengan tindakan represif yang terukur. Kejahatan jenis ini sangat sensitif secara politis dan sosial, sehingga pelibatan Brimob juga diikuti oleh dokumentasi, pelaporan akurat, dan pengawasan dari atasan langsung.
6) Gangguan keamanan bersenjata di wilayah konflik: Seperti penghadangan bersenjata oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di daerah rawan, khususnya pada jalur distribusi logistik negara, pengamanan proyek strategis nasional, atau daerah perbatasan yang berpotensi menimbulkan disintegrasi. Dalam konteks ini, Brimob ditugaskan melakukan patroli bersenjata, pembersihan wilayah, dan menjaga ketertiban umum.
7) Aksi sabotase atau ancaman terhadap objek vital nasional: Termasuk tindakan merusak, mengancam, atau mengambil alih fasilitas vital seperti pembangkit listrik, depo BBM, bandara, dan pelabuhan. Penanganan terhadap potensi sabotase memerlukan keterlibatan Brimob yang memiliki kemampuan investigasi awal, penangkapan cepat, dan pengamanan lokasi secara total.
Jenis-jenis kejahatan tersebut ditangani dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi karena berkaitan langsung dengan keselamatan publik, stabilitas nasional,





serta hubungan antara negara dan masyarakat. Penanganan oleh Brimob selalu berada dalam koridor hukum dan prosedur operasional standar yang ketat. Penggunaan kekuatan harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan selalu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika.
Selain bertindak setelah kejadian, Unit Pelopor Brimob juga terlibat dalam pencegahan kejahatan berbasis kekerasan, melalui operasi pre-emptive dan preventif di daerah rawan. Misalnya, dengan melakukan patroli rutin bersenjata, pendirian pos keamanan sementara (posko), serta peningkatan kehadiran polisi bersenjata di wilayah yang memiliki potensi konflik. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menurunkan angka gangguan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).
Dalam keseluruhan aktivitasnya, Brimob juga menjalin kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah, guna memperoleh dukungan sosial serta intelijen lapangan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Brimob adalah satuan yang dikenal dengan kemampuan taktisnya, pendekatan humanis dan kemitraan dengan masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam strategi penanganan kejahatan berbasis kekerasan secara komprehensif.


d) [bookmark: _TOC_250009]Kendala dan Hambatan

Dalam pelaksanaan tugasnya yang kompleks dan penuh risiko, Unit Pelopor Brimob Polda Sumatera Utara tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan baik dari sisi internal maupun eksternal. Kendala-kendala ini tidak hanya





mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas operasional, tetapi juga berimplikasi terhadap kredibilitas institusi, moral personel, dan optimalisasi strategi penegakan hukum yang diharapkan. Berikut ini adalah beberapa kendala utama yang ditemukan dalam penelitian:
1) Jumlah personel terbatas: Wilayah kerja Brimob Polda Sumut meliputi area geografis yang luas, dengan tingkat kriminalitas dan potensi konflik yang cukup tinggi. Namun, jumlah personel yang tersedia belum sebanding dengan kebutuhan lapangan. Ketimpangan ini menyebabkan keterlambatan respons, kelelahan personel akibat jam kerja yang panjang, dan kesulitan dalam melakukan rotasi pengamanan di daerah rawan.
2) Kekurangan peralatan pendukung: Dalam menghadapi kejahatan bersenjata dan ancaman tinggi, ketersediaan alat pelindung diri dan perlengkapan tempur menjadi sangat vital. Namun kenyataannya, masih banyak personel yang belum dilengkapi dengan rompi anti peluru standar, senjata jarak jauh presisi, kendaraan lapis baja, serta teknologi mutakhir seperti drone pengintai dan sistem komunikasi terenkripsi. Kondisi ini mengurangi efektivitas operasi dan meningkatkan risiko keselamatan personel di lapangan.
3) Birokrasi dalam pengambilan keputusan taktis: Dalam situasi genting, kecepatan pengambilan keputusan adalah kunci. Sayangnya, prosedur administratif dan hierarki yang panjang sering kali menjadi penghambat utama dalam memberikan komando operasional. Perintah yang harus melalui  berbagai  jenjang  persetujuan  menyebabkan  keterlambatan





penanganan, terutama dalam operasi yang bersifat darurat dan berisiko tinggi.
4) Kekhawatiran pelanggaran HAM dan tekanan publik: Salah satu dilema besar yang dihadapi Brimob adalah ketika mereka harus mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan, namun di sisi lain dihadapkan pada sorotan publik dan lembaga hak asasi manusia. Tindakan represif yang diperlukan dalam situasi tertentu dapat disalahartikan sebagai tindakan brutal apabila tidak dikomunikasikan secara baik atau tidak didukung dokumentasi yang memadai. Hal ini menciptakan tekanan psikologis terhadap personel dalam mengambil keputusan di lapangan.
5) Minimnya pelatihan berkelanjutan: Perubahan modus operandi kejahatan, teknologi, dan dinamika sosial menuntut kemampuan adaptasi tinggi dari setiap anggota Brimob. Namun, pelatihan yang bersifat periodik dan berbasis perkembangan terbaru masih sangat terbatas. Personel membutuhkan pelatihan intensif di bidang taktik tempur urban, teknik negosiasi krisis, manajemen konflik massa, pemanfaatan teknologi pengintaian, serta pemahaman hukum dan etika profesi kepolisian.
6) Kesulitan akses logistik dan komunikasi di daerah terpencil: Beberapa lokasi yang menjadi titik kerawanan berada di daerah pegunungan, hutan lebat, atau wilayah perbatasan dengan infrastruktur minim. Brimob sering mengalami kendala dalam menjangkau wilayah-wilayah tersebut akibat terbatasnya kendaraan off-road, sinyal komunikasi yang tidak stabil, serta cuaca ekstrem yang memperlambat mobilisasi.





7) Kurangnya koordinasi lintas sektor: Meskipun Brimob seringkali dilibatkan dalam operasi gabungan, tidak jarang terjadi tumpang tindih peran, ego sektoral, atau kekurangan informasi antara instansi. Hal ini dapat mengurangi efektivitas operasi di lapangan, menimbulkan potensi konflik antar petugas, serta membingungkan masyarakat terkait kewenangan masing-masing instansi.
Kendala-kendala di atas menjadi hambatan serius dalam optimalisasi peran Brimob sebagai kekuatan respons cepat. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi struktural, peningkatan kapasitas, dan penyediaan anggaran serta teknologi yang memadai. Di sisi lain, penguatan budaya hukum dan profesionalitas internal juga harus dilakukan agar Brimob tetap mampu menjalankan tugasnya secara efektif, legal, dan beretika di tengah tantangan operasional yang semakin kompleks.


e) [bookmark: _TOC_250008]Upaya dan Strategi Penguatan Penegakan Hukum

Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, Unit Pelopor Brimob Polda Sumatera Utara telah mengambil berbagai langkah penguatan strategis yang dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kapabilitas operasional, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi hukum dan sosial dari setiap tindakan yang dilakukan. Upaya ini dilaksanakan secara berkelanjutan dan melibatkan elemen internal maupun eksternal institusi. Adapun beberapa strategi penguatan tersebut meliputi:
1) Peningkatan frekuensi pelatihan simulasi dan skenario taktis: Pelatihan ini mencakup latihan penanganan kerusuhan massal, pembebasan sandera,





evakuasi dari zona konflik, serta simulasi penanganan ancaman bom. Selain kemampuan teknis, pelatihan juga dirancang untuk membangun daya tahan mental dan ketahanan fisik personel, serta melatih respons cepat dan pengambilan keputusan dalam tekanan tinggi.
2) Pengembangan kapasitas intelijen lapangan: Brimob berupaya memperkuat kemampuan analisis situasi dan deteksi dini terhadap potensi kejahatan kekerasan melalui pelatihan personel dalam pengumpulan data, pemetaan konflik, dan analisis sosial. Intelijen ini dijadikan dasar dalam menyusun strategi pencegahan dan pola intervensi yang efektif.
3) Pembangunan kemitraan strategis dengan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan (ormas), dan pemerintah daerah: Kolaborasi ini dilakukan melalui dialog rutin, forum koordinasi, serta pelibatan masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah. Pendekatan ini tidak hanya menumbuhkan kepercayaan publik, tetapi juga berfungsi sebagai jaringan peringatan dini terhadap potensi konflik atau gangguan kamtibmas.
4) Pelaksanaan patroli terpadu dan operasi kemanusiaan di daerah rawan konflik: Patroli terpadu dilakukan bersama dengan unsur TNI, Satpol PP, dan pemerintah daerah untuk memastikan kehadiran negara di wilayah terpencil atau kawasan berisiko tinggi. Operasi kemanusiaan, seperti bantuan bencana dan distribusi logistik, menjadi bagian dari pendekatan soft power yang memperkuat citra positif Brimob.
5) Penyuluhan hukum dan pendidikan kewarganegaraan kepada masyarakat: Kegiatan ini meliputi sosialisasi tentang aturan hukum, bahaya kekerasan,





dan pentingnya penyelesaian konflik secara damai. Penyuluhan dilakukan melalui kunjungan ke sekolah, tempat ibadah, dan forum warga. Tujuannya adalah membangun kesadaran hukum serta mengurangi kecenderungan masyarakat menyelesaikan masalah dengan kekerasan.
6) Evaluasi internal secara berkala: Brimob mengembangkan sistem evaluasi kinerja dan audit taktis yang dilakukan secara berkala pasca-operasi maupun secara rutin. Evaluasi ini mencakup aspek teknis, legal, dan etik. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk peningkatan SOP, pengembangan kompetensi personel, dan penyesuaian strategi lapangan.
7) Digitalisasi sistem informasi operasional dan manajemen logistik: Langkah ini bertujuan untuk mempermudah pelacakan pergerakan pasukan, distribusi logistik, dan pengawasan senjata serta perlengkapan. Penerapan sistem informasi berbasis teknologi informasi juga mendukung kecepatan laporan serta koordinasi antar satuan.
8) Penguatan peran humas dan komunikasi publik: Untuk meningkatkan transparansi dan membangun citra positif, Brimob aktif dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui media massa, media sosial, dan konferensi pers. Personel humas dibekali dengan pelatihan komunikasi krisis agar mampu menyampaikan pesan secara tepat, jujur, dan meredam potensi eskalasi opini publik yang negatif.
9) Perluasan kerja sama internasional dan pelatihan bersama: Dalam beberapa kasus, Brimob mengikuti program pelatihan bersama dengan satuan elit dari negara lain, seperti latihan anti-teror dan krisis sandera. Program ini





memperkaya wawasan personel tentang standar internasional dalam penegakan hukum serta meningkatkan kemampuan interoperabilitas dengan satuan lain.
Secara keseluruhan, strategi-strategi ini dirancang untuk memperkuat peran Brimob sebagai institusi yang tidak hanya memiliki kapabilitas tempur dan penindakan, tetapi juga mampu bertindak secara humanis, legal, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Dengan terus mendorong profesionalisme dan pendekatan multidimensional, diharapkan Unit Pelopor Brimob dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum di tengah kompleksitas dinamika sosial masyarakat modern.


B. [bookmark: _TOC_250007]Pembahasan

a) Urgensi Peran Brimob dalam Konteks Kejahatan Kekerasan

Dalam konteks kejahatan yang bersifat kekerasan dan mengancam ketertiban umum, keberadaan Unit Pelopor Brimob sangatlah penting dan tidak tergantikan. Sifat kejahatan berbasis kekerasan seperti perampokan bersenjata, terorisme, kerusuhan sosial, dan penyanderaan memerlukan respons yang cepat, terkoordinasi, dan dilakukan oleh personel dengan kemampuan teknis tinggi. Brimob berfungsi sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum yang membutuhkan kekuatan bersenjata, kemampuan taktis, dan kesiapsiagaan penuh 24 jam.
Penegakan hukum represif adalah tindakan hukum dilakukan setelah terjadi pelanggaran hukum sebagai bentuk koreksi terhadap tindakan menyimpang,





sekaligus memberi efek jera24. Unit Pelopor Brimob menerjemahkan prinsip ini melalui tindakan nyata di lapangan mulai dari penyergapan kelompok bersenjata hingga pembebasan sandera yang sering kali tidak bisa dilakukan oleh satuan kepolisian reguler.
Lebih dari sekadar kekuatan bersenjata, peran Brimob juga bersifat strategis karena menyangkut kredibilitas negara dalam menjamin keamanan nasional. Ketika sebuah negara tidak mampu menanggulangi kejahatan kekerasan secara cepat dan tuntas, maka kepercayaan publik terhadap institusi hukum akan melemah, dan potensi disintegrasi sosial akan meningkat25. Dalam banyak kasus, seperti kerusuhan di wilayah perbatasan, konflik antar kelompok, atau sabotase terhadap fasilitas negara, kehadiran Brimob menjadi simbol negara hadir untuk melindungi rakyat dan hukum ditegakkan.
Urgensi peran ini juga terlihat dalam konteks penanganan aksi terorisme yang membutuhkan kemampuan penindakan dan negosiasi dalam waktu bersamaan26. Brimob, khususnya Unit Jibom dan Gegana, dilatih untuk menetralisir ancaman bom dan menangkap pelaku dengan tetap menjaga keselamatan masyarakat sipil. Hal ini tidak hanya menunjukkan kesiapan operasional, tetapi juga kedewasaan dalam menggunakan kekuatan secara proporsional.
Dalam tataran taktis, Brimob juga memainkan peran penting sebagai pasukan pengendali massa dalam menghadapi unjuk rasa yang berpotensi anarkis.

[bookmark: _bookmark23]24 Arief, Barda Nawawi. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
[bookmark: _bookmark24]25 Rahardjo, Satjipto. (2006). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
[bookmark: _bookmark25]26 Soekanto, Soerjono. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
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Dalam hal ini, keberadaan Brimob bukan hanya untuk menekan kekerasan, tetapi juga menjaga agar penegakan hukum tidak menjadi pemicu pelanggaran HAM. Oleh karena itu, keseimbangan antara ketegasan dan humanisme menjadi bagian dari urgensi operasional Brimob.
Dari segi sosial-politik, kehadiran Brimob juga mampu memberikan efek deteren atau pencegahan terhadap pelaku kejahatan yang merencanakan aksi kekerasan. Efek ini tercipta karena pelaku memahami bahwa Brimob memiliki kapasitas taktis dan dukungan logistik untuk menanggulangi segala bentuk perlawanan. Maka, keberadaan Brimob tidak hanya penting dalam fase penindakan, tetapi juga pada fase pre-emptive atau pencegahan.
Dengan demikian, Brimob bukan sekadar pasukan tambahan, tetapi elemen utama dalam sistem keamanan nasional. Urgensi perannya akan semakin meningkat seiring dengan kompleksitas kejahatan modern, termasuk kejahatan siber yang bersifat transnasional tetapi bisa memicu kekerasan fisik di dunia nyata. Oleh karena itu, penguatan peran Brimob harus diiringi dengan dukungan sumber daya, pelatihan berkelanjutan, dan pengakuan hukum yang jelas agar satuan ini terus menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum di Indonesia.


b) [bookmark: _TOC_250006]Penegakan Hukum dalam Kerangka Negara Hukum

Penegakan hukum dalam negara hukum modern tidak hanya menuntut efektivitas penindakan, tetapi juga menekankan keharusan untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan hak asasi manusia. Dalam kerangka
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ini, peran Unit Pelopor Brimob Polda Sumatera Utara harus dijalankan dalam batas- batas legalitas yang ketat.
Menurut asas legalitas sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada." Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh tindakan aparat penegak hukum, termasuk penggunaan kekuatan oleh Brimob, harus memiliki dasar hukum yang sah dan tertulis.
Demikian pula, asas proporsionalitas mensyaratkan bahwa setiap penggunaan kekuatan oleh aparat harus sebanding dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian menjadi rujukan utama yang memberikan panduan bertingkat mulai dari kehadiran polisi, perintah verbal, penggunaan kekuatan fisik tangan kosong, senjata tumpul, hingga senjata api.
Negara hukum mensyaratkan adanya pembatasan kekuasaan negara terhadap warga negaranya27. Oleh karena itu, Brimob sebagai bagian dari kekuasaan negara harus menjalankan tugasnya dalam bingkai konstitusi dan prinsip checks and balances. Kekuatan yang dimiliki tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang, tetapi harus bertanggung jawab secara hukum dan etis.
Brimob sering kali menghadapi situasi dilematis: di satu sisi dituntut untuk bertindak tegas dan cepat dalam menghadapi kejahatan kekerasan, namun di sisi
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lain harus berhati-hati agar tidak melanggar prinsip HAM, apalagi dalam konteks demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak sipil. Ketegangan antara kebutuhan akan ketertiban (order) dan penghormatan terhadap kebebasan (liberty) adalah salah satu tantangan utama dalam praktik penegakan hukum oleh Brimob.
Dalam hal ini, Brimob perlu menginternalisasi prinsip-prinsip dasar negara hukum yaitu: supremasi hukum (rule of law), kepastian hukum, keadilan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Efektivitas penegakan hukum bergantung pada tiga elemen utama yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum28. Unit Brimob sebagai bagian dari struktur hukum harus bersinergi dengan substansi hukum yang mengatur tindakan operasionalnya dan budaya hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme serta penghormatan terhadap HAM.
Brimob juga harus terus meningkatkan kualitas personelnya dalam hal pemahaman hukum, pengendalian emosi dalam situasi konflik, dan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat. Ini penting agar tindakan mereka tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara sosial.
Dengan demikian, keberhasilan Brimob dalam menegakkan hukum tidak hanya diukur dari kemampuan mereka menumpas kejahatan, tetapi juga dari kemampuan mereka menjunjung tinggi hukum itu sendiri. Integrasi antara profesionalitas, legalitas, dan etika merupakan pilar utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan beradab.

[bookmark: _bookmark27]28 Friedman, Lawrence M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.







c) [bookmark: _TOC_250005]Hambatan Kelembagaan dan Struktural

Hambatan kelembagaan dan struktural menjadi tantangan signifikan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelopor Brimob, khususnya dalam menjalankan operasi penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis kekerasan. Hambatan ini mencakup berbagai aspek, baik dari dalam institusi maupun dari lingkungan eksternal, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kerja Brimob di lapangan.
Kekurangan sumber daya manusia menjadi hambatan utama. Rasio antara jumlah personel yang tersedia dengan cakupan wilayah dan intensitas ancaman di lapangan sangat tidak seimbang. Beberapa wilayah yang tergolong rawan, terutama di daerah perbatasan atau pelosok, belum mampu dijangkau secara maksimal karena keterbatasan jumlah pasukan dan keterbatasan rotasi penugasan. Hal ini berdampak pada lemahnya kehadiran negara di daerah yang membutuhkan perlindungan maksimal.
Keterbatasan logistik dan fasilitas operasional. Kekurangan kendaraan taktis, alat pelindung diri, alat komunikasi modern, serta minimnya peralatan pendukung teknologi seperti drone, perangkat GPS, dan sistem informasi taktis membuat pelaksanaan operasi di medan sulit menjadi tidak optimal. Hambatan ini tidak hanya mengganggu mobilitas pasukan, tetapi juga menurunkan daya tanggap terhadap situasi darurat.
Prosedur birokrasi yang panjang dan tidak fleksibel kerap menghambat kecepatan  pengambilan  keputusan,  terutama  dalam  kondisi  krisis  yang





membutuhkan respons cepat dan tegas. Komando operasional yang berjenjang menyebabkan informasi dan instruksi dari pusat terlambat diterima di lapangan. Ini mengakibatkan kelambanan dalam merespons konflik atau gangguan kamtibmas yang bersifat dinamis.
Terdapat hambatan koordinasi antarlembaga yang dalam praktiknya, operasi penegakan hukum yang melibatkan beberapa unsur seperti TNI, pemerintah daerah, Satpol PP, dan BIN, sering kali terkendala ego sektoral, ketidakharmonisan prosedur, serta tidak sinkronnya waktu dan metode pelaksanaan. Padahal, keberhasilan penanganan kejahatan kekerasan sangat ditentukan oleh sinergi dan keselarasan antar institusi penegak hukum dan keamanan.
Selain hambatan internal, Brimob juga menghadapi tantangan eksternal berupa resistensi masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya fungsi dan kewenangan Brimob, khususnya dalam tindakan represif yang harus diambil pada situasi genting. Kurangnya sosialisasi atau komunikasi publik yang efektif membuat tindakan Brimob sering disalahpahami sebagai tindakan represif yang berlebihan. Dalam beberapa kasus, ini menimbulkan konflik tambahan antara aparat dan masyarakat yang sebenarnya dapat dicegah dengan pendekatan humanis.
Dalam konteks budaya hukum, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan kesadaran hukum masyarakat. Ini menjadi penghambat bagi Brimob dalam menjalankan tugas di daerah-daerah yang memiliki nilai-nilai lokal atau tradisional yang kuat dan kadang bertentangan dengan prinsip





hukum nasional. Penolakan terhadap aparat sering terjadi bukan karena kebencian, tetapi karena ketidaksesuaian pendekatan.
Untuk menjawab berbagai hambatan kelembagaan dan struktural ini, Brimob perlu melaksanakan reformasi internal dan memperkuat kapasitas kelembagaan. Penguatan dalam bentuk modernisasi peralatan, digitalisasi sistem komando, peningkatan kesejahteraan personel, serta penguatan komunikasi lintas sektor dan lintas budaya menjadi solusi jangka panjang yang harus terus diperjuangkan.
Strategi ini juga perlu diimbangi dengan pembentukan tim komunikasi sosial yang khusus bertugas melakukan pendekatan kultural dan dialog dengan masyarakat, sehingga pelibatan Brimob di lapangan bukan hanya dilihat dari sisi represif, tetapi juga sebagai kekuatan sipil bersenjata yang menjunjung tinggi keadilan dan ketertiban sosial.
Dengan mengatasi hambatan kelembagaan dan struktural ini secara progresif, Brimob tidak hanya akan lebih efektif dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga mampu memperkuat posisi sebagai institusi yang profesional, humanis, dan dipercaya publik dalam sistem penegakan hukum nasional.


d) [bookmark: _TOC_250004]Integrasi Antarlembaga dan Pendekatan Komprehensif

Efektivitas penegakan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan represif atau kemampuan taktis aparat, tetapi sangat bergantung pada sejauh mana sistem penegakan hukum dapat terintegrasi dengan baik di antara berbagai lembaga





terkait29. Dalam konteks kejahatan berbasis kekerasan, keterlibatan Brimob harus dipandang sebagai bagian dari mata rantai sistem peradilan pidana terpadu, yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.
Salah satu hambatan dalam penegakan hukum di Indonesia adalah lemahnya koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum. Terkadang, operasi Brimob tidak mendapat dukungan informasi yang memadai dari unsur intelijen, atau terjadi ketidaksinkronan dengan proses hukum di kejaksaan dan pengadilan, sehingga hasil operasi tidak dapat dimaksimalkan dalam proses hukum lanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi lintas lembaga harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis.30
Koordinasi yang baik harus dimulai sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi operasi. Dalam hal ini, dibutuhkan wadah komunikasi formal antarlembaga seperti forum koordinasi penegakan hukum (forkopimda), pertemuan lintas sektoral, serta pertukaran data dan informasi melalui sistem digital yang saling terhubung antar instansi. Integrasi ini penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan penegakan hukum mulai dari penangkapan, penahanan, penuntutan hingga pemasyarakatan dilakukan secara konsisten dan saling mendukung.
Selain integrasi kelembagaan, pendekatan komprehensif juga menjadi hal yang sangat krusial dalam upaya penanggulangan kejahatan kekerasan. Tidak semua ancaman kekerasan dapat diselesaikan dengan senjata atau operasi militeristik. Banyak kejahatan kekerasan yang muncul sebagai akibat dari masalah struktural dalam masyarakat, seperti ketimpangan ekonomi, minimnya pendidikan

[bookmark: _bookmark28]29 Soekanto, Soerjono. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
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hukum, radikalisasi, dan lemahnya kontrol sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum harus melibatkan pendekatan yang lebih luas dan holistik.
Brimob sebagai bagian dari Polri harus turut mendorong peran aktif masyarakat melalui program pemberdayaan komunitas, penyuluhan hukum, serta patroli dialogis yang bersifat edukatif. Pendekatan ini dapat membentuk kesadaran hukum kolektif dan mengurangi resistensi terhadap aparat keamanan. Selain itu, kerja sama dengan lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi masyarakat sipil dapat membantu dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi penegakan hukum yang damai.
Dalam aspek deteksi dini, kolaborasi dengan satuan intelijen dan masyarakat lokal dapat memperkuat sistem peringatan dini (early warning system) untuk mencegah konflik atau kekerasan sebelum terjadi. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak diukur dari jumlah pelaku yang ditangkap, tetapi dari kemampuan negara dalam mencegah munculnya kejahatan dan menjaga ketertiban sosial tanpa harus menggunakan kekerasan.
Lebih lanjut, konsep restorative justice yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian konflik melalui mediasi juga dapat dijadikan pelengkap dari pendekatan represif. Brimob dalam hal ini dapat berperan mendukung terciptanya ruang damai pasca-konflik melalui pendekatan dialogis dan pengamanan terhadap proses mediasi antar pihak yang berseteru.
Dengan demikian, penegakan hukum ideal harus bersifat terintegrasi, komprehensif, dan responsif terhadap dinamika sosial. Integrasi antarlembaga dan pendekatan yang menyentuh akar persoalan sosial menjadi syarat penting untuk





menciptakan sistem hukum yang tidak hanya menindak, tetapi juga menenangkan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap negara.
e) [bookmark: _TOC_250003]Profesionalisme dan Reformasi Institusional

Kunci utama dari keberhasilan Brimob sebagai satuan elit dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia terletak pada tingkat profesionalisme yang tinggi dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Profesionalisme ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyentuh ranah etika, hukum, dan budaya organisasi. Beberapa indikator utama dari profesionalisme tersebut mencakup:
1) Kemampuan taktis yang tinggi dalam mengelola operasi-operasi berisiko tinggi seperti penggerebekan kelompok bersenjata, pengamanan kerusuhan, dan penyanderaan;
2) Pemahaman hukum dan etika profesi, yang berarti bahwa setiap tindakan yang diambil oleh anggota Brimob harus berlandaskan pada aturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia;
3) Disiplin dan loyalitas terhadap negara dan hukum, di mana ketaatan terhadap hierarki komando, integritas moral, serta kesetiaan pada Pancasila dan UUD 1945 menjadi fondasi dasar.
Profesionalisme dalam institusi kepolisian mencakup kombinasi antara kompetensi, akuntabilitas, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokratis31. Seorang aparat kepolisian profesional tidak hanya dituntut cakap dalam pelaksanaan tugas
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teknis, tetapi juga harus menjunjung tinggi etika publik, memahami hukum, serta memiliki empati terhadap masyarakat yang dilayaninya.
Namun, profesionalisme semacam ini tidak dapat dicapai secara instan. Dibutuhkan sistem pelatihan yang berkelanjutan dan terstruktur dengan baik, termasuk pelatihan fisik, intelektual, serta mental spiritual. Setiap anggota Brimob harus diberikan kesempatan untuk mengikuti kursus peningkatan kapasitas baik di dalam negeri maupun melalui kerja sama internasional. Misalnya, pelatihan counter-terrorism, manajemen konflik sipil, dan penggunaan teknologi taktis terbaru.
Selain itu, diperlukan sistem evaluasi performa yang objektif dan transparan. Evaluasi ini tidak hanya melihat keberhasilan operasi dari sisi jumlah penangkapan, tetapi juga dari aspek proses, kepatuhan hukum, dampak sosial, dan persepsi publik. Penilaian berbasis kinerja yang obyektif akan mendorong budaya profesional yang sehat dan meminimalisir praktik-praktik yang menyimpang dari etika kepolisian.
Reformasi institusional dalam tubuh Brimob juga merupakan suatu keharusan, terutama dalam menghadapi tantangan baru yang semakin kompleks seperti kejahatan siber, hibrida, terorisme global, dan ancaman terhadap stabilitas politik. Reformasi ini meliputi:
1) Modernisasi struktur organisasi, dengan menerapkan pendekatan komando yang adaptif, desentralisasi operasional di daerah rawan, dan penguatan sistem pengambilan keputusan berbasis data;
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2) Pembentukan unit-unit khusus berbasis tantangan kontemporer, seperti satuan pengamanan digital, satuan perempuan Brimob untuk pendekatan kemanusiaan, dan unit dialog sosial untuk meredam potensi konflik masyarakat;
3) Penerapan sistem akuntabilitas internal dan eksternal, termasuk penguatan pengawasan dari Divisi Propam, keterlibatan Ombudsman, serta transparansi informasi kepada publik.
Reformasi dalam institusi pemerintah termasuk kepolisian tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga normative artinya menekankan pada transformasi nilai-nilai yang dianut oleh aparat32. Reformasi sejati dalam Brimob harus menyentuh perubahan paradigma dari "penguasa keamanan" menjadi "pelayan masyarakat."
Dalam kerangka negara hukum demokratis, Brimob tidak hanya dituntut untuk mampu menindak secara cepat dan tegas, tetapi juga wajib menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keterbukaan, dan perlindungan hak warga negara. Oleh karena itu, reformasi institusional dalam tubuh Brimob tidak boleh bersifat kosmetik, tetapi harus menyentuh akar budaya organisasi dan sistem pembinaan personel secara menyeluruh.
Profesionalisme yang dilandasi oleh reformasi kelembagaan yang kuat akan menghasilkan institusi yang tidak hanya efektif dalam penegakan hukum, tetapi juga dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Inilah arah yang harus terus dijaga

[bookmark: _bookmark31]32 Waldo, Dwight. (1948). The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration. New York: Ronald Press.
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agar Brimob tetap relevan sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan nasional dan menjunjung tinggi supremasi hukum.
f) Perspektif Teoretis: Responsiveness dan Restorative Justice

Dalam teori hukum modern, penegakan hukum tidak hanya dipandang sebagai alat represif negara, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang harus bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Teori responsif hukum (responsive law) tidak boleh kaku dan statis, tetapi harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan aspirasi masyarakat33. Dalam konteks ini, Brimob sebagai satuan taktis tidak cukup hanya menjalankan fungsinya sebagai alat kekuatan negara, tetapi juga sebagai entitas sosial yang berperan dalam menjaga harmoni dan keadilan sosial.
Pendekatan responsif mengarahkan Brimob untuk tidak semata-mata menindak kejahatan dengan cara represif, tetapi juga memperhatikan konteks sosial yang melatarbelakangi tindakan kriminal. Misalnya, dalam menghadapi konflik horizontal di masyarakat, Brimob dapat mengambil peran sebagai mediator keamanan yang mendukung penyelesaian damai melalui komunikasi lintas pihak dan perlindungan terhadap proses negosiasi komunitas.
Sejalan dengan pendekatan tersebut, konsep restorative justice atau keadilan restoratif juga sangat relevan untuk diterapkan, terutama dalam penanganan kejahatan yang berdampak sosial luas. Restorative justice sebagaimana





[bookmark: _bookmark32]33 Nonet, Philippe & Selznick, Philip. (1978). Law and Society in Transition: Toward Responsive Law. New York: Harper & Row.





pendekatan keadilan yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan hanya penghukuman semata.34
Dalam praktiknya, Brimob dapat mendukung mekanisme keadilan restoratif dengan cara:
1) Memberikan jaminan keamanan bagi proses mediasi komunitas;

2) Memfasilitasi dialog antara pihak yang bersengketa sebelum terjadi kekerasan terbuka;
3) Menjaga netralitas aparat dalam konflik sosial;

4) Mendorong penyelesaian kasus melalui jalur non-litigasi yang sesuai dengan nilai lokal dan adat istiadat masyarakat setempat.
Meskipun Brimob merupakan satuan yang dikenal dengan kekuatan dan ketegasannya, kesadaran akan pendekatan non-kekerasan menjadi nilai tambah dalam menjaga stabilitas sosial. Ini penting, terutama dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, di mana penegakan hukum yang terlalu keras tanpa sensitivitas sosial dapat menimbulkan ketegangan baru.
Dengan mengintegrasikan pendekatan responsif dan keadilan restoratif, Brimob dapat memperkuat legitimasi sosialnya di mata masyarakat. Penegakan hukum bukan lagi sekadar penindakan, tetapi juga menjadi upaya membangun kembali relasi sosial, kepercayaan publik, dan perdamaian jangka panjang. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang demokratis dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan.


[bookmark: _bookmark33]34 Zehr, Howard. (2002). The Little Book of Restorative Justice. Pennsylvania: Good Books.
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